
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Gender 

 

Gender dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang 

dikaitkan dengan jenis kelamin individu (seseorang) dan diarahkan pada 

peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat.  World Health Organization 

(WHO) memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, 

kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang 

dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat.  Konsep gender berbeda 

dari seks atau jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang bersifat biologis, 

walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seks dan gender dapat saling 

dipertukarkan. Ilmu bahasa (linguistik) juga menggunakan istilah gender 

(alternatif lain adalah genus) bagi pengelompokan kata benda (nomina) dalam 

sejumlah bahasa. Banyak bahasa, yang terkenal dari rumpun bahasa Indo-

Eropa (contohnya bahasa Spanyol) dan Afroasiatik (seperti bahasa Arab), 

mengenal kata benda "maskulin" dan "feminin" (beberapa juga mengenal kata 

benda "netral"). 

 

Isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), gender dikaitkan dengan 

orientasi seksual.   Seseorang yang merasa identitas gendernya tidak sejalan 

dengan jenis kelaminnya dapat menyebut dirinya "intergender", seperti dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin
http://id.wikipedia.org/wiki/Seks
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologis
http://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata_benda
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Indo-Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Indo-Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Spanyol
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Afroasiatik
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/LGBT
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kasus waria.  Konsep gender, yang dikenal adalah peran gender individu di 

masyarakat, sehingga orang mengenal maskulinitas dan femininitas.  

Ilustrasinya, sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa 

dianggap sebagai feminin dalam budaya lain.  Ciri maskulin atau feminin itu 

tergantung dari konteks sosial-budaya bukan semata-mata pada perbedaan 

jenis kelamin. 

 

Gender menyangkut perbedaan psikologis, sosial, dan budaya antara laki-laki 

dan perempuan, “the psychological, social, and cultural differences between 

males and females.” (Remiswal:2013: 12).  Lebih lanjut, menurut Lasswel, 

gender diartikan sebagai pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar 

ataupun tidak sadar, bahwa seseorang dalam suatu jenis kelamin tertentu dan 

bukan dalam jenis kelamin lain, “the knowledge and awareness conscious or 

unconscious, that one belongs to one sex and not to other”(Remiswal:2013: 

12) 

 

Menurut Umar (Remiswal:2013: 12) pada garis besarnya teori gender 

dikelompokkan kedalam dua aliran, yaitu nature dan nurture.  Bersumber 

dari dua aliran besar inilah teori-teori gender dibangun.  Aliran nature 

mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, 

sedangkan aliran nurture menyatakan bahwa perbedaan relasi gender antara 

laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh factor biologis, melainkan oleh 

konstruksi masyarakat.  Selain itu menurut Millet (Remiswal:2012: 13) aliran 

nature melihat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan disebabkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Waria
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peran_gender&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Maskulinitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Femininitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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oleh perbedaan biologis. Sisi biologis laki-laki memiliki tubuh lebih kuat dan 

kekar.  Perempuan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan dan 

menyusui.  Peran tersebut masing-masing tidak dapat dipertukarkan laki-laki.  

Berbeda dengan aliran nurture, bahwa peran yang dikonstruksi oleh budaya 

masyarakat masih dapat dipertukarkan, seperti mencari nafkah, menjadi 

pimpinan, menyelesaikan urusan domestik serta urusan publik dan 

sebagainya, yang mana dapat dimainkan secara bergantian antara laki-laki 

dan perempuan.    

 

Menurut Zayd (Remiswal:2013: 13) munculnya teori-teori gender dipandang 

sebagai tindakan pembelahan (penghancuran), menimbulkan dikotomi di 

dalam masyarakat, seperti pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, 

telah melahirkan persaingan tajam karena berlandaskan  dari dua trend 

pemikiran; fundamentalisme Islam dan Sekulerisme. Pemikir  fundamentalis 

melakukan kritik terhadap musuh-musuhnya dari dua segi; pertama, 

mendistorsi kerangka intelektual dan kultural eksternal yang dimiliki ole 

hang” musuh.  Segi kedua adalah kritiknya terhadap wacana Nahdah Arab 

secara umum dan khususnya wacana Mesir.  Bagi kalangan pemikir 

fundamentalis tumbuh subur nilai-nilai tradisi, menganggap tidak sama peran 

antara laki-laki dan perempuan dalam urusan publik.  Keutamaan biologis 

laki-laki yang lebih unggul maka memiliki peran jelas dalam urusan publik.  

Keterbatasan dan hambatan yang dimiliki perempuan cukup mengurus urusan 

domestik.  Sisi lain, pemikir sekular dengan mengadopsi nilai-nilai Barat 

mendukung gerakan emansipasi di kalangan perempuan Muslim.  Perempuan 
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boleh menuntut persamaan hak atas laki-laki.  Perempuan tidak hanya 

mengurus urusan domestik, tetapi bisa juga mengurus urusan publik. 

 

B. Gender Dalam Perspektif Teori Kritis 

 

Sejarah Teori kritis berkembang secara pesat dalam Frankfurt School. 

Pelopor sekolah Frankfurt Felix J. Weil adalah seorang sarjana politik. 

Mendapat warisan dari ayahnya Herman Weil, ia menghimpun cendekiawan 

untuk menyegarkan kembali ajaran Marx sesuai kebutuhan saat itu. 

Cendekiawan yang tergabung antara lain Friederickh Pollock ahli ekonomi, 

Theodore W.  Adorno, musikus, ahli sastra dan filsuf; Herbert Marcuse, 

murid Heidegger; Erich Fromm ahli psikoanalisa Freud; Walter Benyamin 

kritikus sastra, Max Horkheimer, Jurgen Habermas dan sebagainya. 

 

Sejak awal secara eksplisit sekolah Frankfurt menempatkan ajaran Marxisme 

sebagai titik tolak pemikirannya.  Melalui sekolah ini ajaran-ajaran Marx 

diperbarui dan bahkan ditinggalkan.  Sekolah Frankfurt juga mendasarkan 

diri pada perspektif idealisme Jerman yang dirintis Immanuel Kant 

(kritisisme), memuncak pada ajaran Hegel melalui dialektikanya serta ketika 

Horkheimer sebagai pimpinan Frankfurt School teori kritis mendapatkan 

penyegaran melalui ajaran Freud dan Habermas sendiri seperti Althuser yang 

memperbaharui teori Marx dengan konsentrasi pada ideologi.(Bryan:2012: 

89) 

Menurut Horkheimer dan kawan-kawannya, Kant dapat disebut sebagai 

filosuf  kritis yang pertama.  Kant sendiri menamakan filsafatnya sebagai 
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kritis, dalam arti bahwa akal budi harus menilai kemampuan dan 

keterbatasannya, dan hanya lewat kemampuan dan keterbatasannya itu akal 

budi mengetahui sesuatu.  Hal tersebut merupakan pengertian kritis yang 

pertama bahwa pengetahuan kita tidak ditentukan oleh objek, tapi subjek 

yang menghasilkan pengetahuan itu. Bahkan objek dapat dikonstruksi dan 

bahkan verifikasi hanya melalui subjek, tanpa kerja subjek tidak berarti apa-

apa.  Berpikir secara kritis adalah berpikir dialektis.  Proses berpikir dialektis 

bukan sekedar dirumuskan thesis-antithesis dan sinthesis sebagaimana pada 

umumnya dirumuskan. Melainkan dalam dialektika disamping ketiga tesis itu 

juga diperlukan adanya saling negasi, kontradiksi dan mediasi. (Bryan:2012: 

89) 

 

Berpikir kritis memerlukan: pertama, berpikir kritis adalah berpikir secara 

dialektis, berpikir dialektis adalah berpikir secara totalitas.  Totalitas bukan 

berarti semata-mata keseluruhan di mana unsur-unsurnya yang bertentangan 

berdiri sejajar. Tetapi totalitas itu berarti keseluruhan yang mempunyai unsur-

unsur yang saling bernegasi (mengingkari dan diingkari), saling 

berkontradiksi (melawan dan dilawan), dan saling bermediasi (memperantarai 

dan diperantarai). Pemikiran dialektis menekankan bahwa dalam kehidupan 

yang nyata pasti unsur-unsurnya saling berkontradiksi, bernegasi dan 

bermediasi. Pemikiran dialektis menolak kesadaran yang abstrak, misalnya 

individu dan masyarakat. Menurut pemikiran dialektis, individu selalu saling 

berkontradiksi, bermediasi dan bernegasi terhadap masyarakat. 
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Konsepsi teori kritis di samping bersumber pada Kant, Hegel juga pada Marx 

yang utamanya berangkat dari kritik ekonomi politik Marx.  Menurut 

penganut Frankfurt school kritik ekonomi politik Marx harus diubah menjadi 

kritik sosiologi politik. Sebagaimana pendirian Marx bukanlah kesadaran 

manusia yang menentukan keadaan mereka melainkan sebaliknya keadaan 

sosial tersebut yang menentukan kesadaran mereka.  Kritik Ideologi melalui 

Freud. Erich Fromm lah yang memasukkan psikoanalis Freud ke dalam ajaran 

teori kritis. Menurut Fromm kritik ideologi Marx membutuhkan psikoanalisa, 

sebab psikoanalisa dapat mempertajam kritik ideologi Marx. Menurut Marx 

ideologi itu adalah kesadaran palsu, maksudnya ideologi tidak 

menggambarkan situasi nyata manusia secara apa adanya, ideologi 

menggambarkan keadaan secara terpuntir atau terbalik. 

 

Teori kritis memang diilhami filsafat kritis, sedangkan filsafat kritis 

mendapatkan aspirasinya dari kritik ideologi yang dikembangkan Marx 

sewaktu masih muda, dalam tahap pemikirannya yang sering disebut hegelian 

muda. Selanjutnya perlu juga diketahui bahwa kritis di samping sebagai teori 

juga sebagai pendekatan. kritis sebagai pendekatan dalam arti bahwa sebuah 

teori hanyalah benar sebagai kritik terhadap belenggu-belenggu ideologis 

teori-teori terdahulu, jadi sebagai usaha teoretis yang sekaligus praksis 

emansipatif.  Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa teori kritis kebenarannya 

sangat tergantung bagaimana diterjemahkan dalam praktek.(Bryan:2012: 94) 

Teori kritis harus dipahami dalam konteks jamannya, tetapi manakala jaman 

itu memiliki karakter yang sama, maka tidak mustahil bahwa teori itu pun 
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mempunyai relevansi dengan realitas jaman. Kontekstual dengan logika 

situasi, logika jaman atau zeit geschit (Bryan:2012: 96). Sebagai contoh teori 

kritis dengan inspirasi dari ajaran Marx, memandang masyarakat kapitalis 

sebagai masyarakat yang menindas. Demikian pula manakala kehidupan di 

Indonesia dewasa ini menunjukkan karakter yang sama, maka teori kritis 

memiliki relevansinya.  

 

Teori kritis dapat dianggap sebagai teori perjuangan, namun teori kritis juga 

tidak mengehendaki cara-cara yang destruktif, brutal dan anarkhis. Teori 

kritis lebih menonjolkan kekuatan moral. Teori kritis menghendaki suatu 

revolusi, namun revolusi secara damai.  Teori kritis memang   jauh berbeda 

dengan pemikiran tradisional, tidak bersifat kontemplatif, teori ini bermaksud 

mengembalikan kemerdekaan dan kebebasan manusia dan masa depan 

mereka. Teori kritis bermaksud membebaskan manusia dari belenggu 

penghisapan dan penindasan. 

 

Teori kritis pada dirinya memang mempunyai daya tarik, namun lebih dari 

pada itu teori kritis menjadi lebih menarik manakala telah dikaitkan dengan 

realitas masyarakat. Hal ini pada dasarnya juga ingin mempertanyakan masih 

relevankah teori kritis sebagai teori perjuangan dewasa ini.  Daya tarik itu 

semakin nyata apabila dikaitkan bahwa kita sendiri secara empiris 

mengamati, merasakan, menghayati, merefleksikan dan sekaligus mengkritisi 

realitas masyarakat sekarang ini. Ini juga berarti bahwa teori sosial tidak 

dapat dilepaskan dari praktek politik.  Menurut Bloor (dalam Bryan, 2012: 
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96) upaya-upaya awal dalam sosiologi untuk mengkaji ilmu pengetahuan 

tunduk pada ”prinsip asimetris” yang mengatur bahwa pernyataan-pernyataan 

yang benar dijelaskan dengan mengacu pada pengaruh pemutarbalikan 

distortif kekuatan-kekuatan sosial.  Prinsip asimetri mengisyaratkan bahwa 

baik kesalahan maupun kebenaran memiliki akar-akar sosial, yang berarti 

bahwa keduanya diproduksi secara kolektif.  Kebenaran merupakan sebuah 

kesepakatan yang muncul dalam suatu komunitas, dan tidak lagi ditentukan 

oleh hubungan pernyataan ilmiah dan realitas.  Hal tersebut mengisyaratkan 

bahwa produksi pengetahuan ilmiah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosiologis, mulai dari kepentingan kelompok-kelompok yang bersaing hingga 

masalah gender dan perdebatan-perdebatan politis lainnya.    

 

Teori kritis memandang bahwa kenetralan teori tradisional sebagai kedok 

pelestarian keadaan yang ada. Padahal menurut teori kritis memandang 

bahwa realitas yang ada itu menindas, dan semu, oleh karena itu realitas yang 

menindas dan semu itu harus disibak, dibongkar dengan jalan 

mempertanyakan mengapa sampai terjadi realitas yang demikian.  Menurut 

teori kritis, teori tradisional itu ahistoris, sebab teori tradisional memutlakkan 

ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya unsur yang bisa menyelamatkan 

masyarakat (pandangan aliran fungsional).  Teori tradisional memisahkan 

teori dan praksis, maksudnya teori tradisional membiarkan fakta secara 

lahiriah. Hal ini berarti bahwa teori tradisional tidak memikirkan peran dan 

aplikasi praktis dari sistem konseptual atau teoretisnya. Menurut teori kritis, 

memisahkan teori dengan praksis, teori tradisional hanya berpikir teori demi 
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teori (ilmu untuk ilmu; seni untuk seni dsb), dengan demikian teori tradisional 

menjadi ideologis, tidak memikirkan bagaimana teorinya dapat menghasilkan 

kesadaran yang membuahkan tindakan untuk mempengaruhi bahkan 

mengubah fakta atau realitas. 

 

Menurut Horkheimer teori tradisional tidak mungkin menjadi teori 

emansipatoris, bahkan teori tradisional dengan sifatnya yang ideologis justru 

melestarikan keadaan yang ada. Jadi kenetralan nya justru dengan diam-diam 

membenarkan keadaan yang ada, pada hal keadaan yang ada adalah 

membelenggu dan menindas manusia (dehumanisasi).  Horkheimer 

menegaskan bahwa teori tradisional tidak mungkin menjadi teori 

emansipatoris apabila tidak melakukan pembaharuan-pembaharuan.  Teori 

tradisional ini berbeda dengan teori kritis yang sejak semula mengidealkan 

memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat 

irasional dan dengan demikian juga memberikan kesadaran untuk 

pembangunan masyarakat. 

 

Agar teori kritis dapat bertindak emansipatoris, maka menurut Horkheimer: 

(1) teori kritis harus selalu curiga dan kritis terhadap masyarakat;(2) teori 

kritis berpikir secara historis; (3) teori kritis tidak memisahkan teori dengan 

praksis.  Teori kritis harus selalu curiga dan kritis terhadap masyarakat agar 

teori dapat menjadi emansipatoris, maka harus kritis.  Sebagaimana Marx 

dapat menggunakan konsep kritis ini, maka Horkheimer juga memandang 

bahwa kritik harus dilontarkan kepada masyarakat, ini semata-mata agar teori 
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kritis benar-benar bersifat emansipatoris. Sebagai contoh terhadap 

kategorisasi ini produktif atau tidak, berguna atau tidak, layak atau tidak, 

bernilai atau tidak dan sebagainya. 

 

Ciri khas teori kritis yang dikritik bukan karena kekurangannya, melainkan 

keseluruhan.  Teori membuka irasionalitas dalam pengandaian-pengandaian 

sistem yang ada. Membuka bahwa sebenarnya produksi tidak untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, melainkan kebutuhan manusia diciptakan 

dimanipulasi demi produksi.  Teori kritis berharap apabila rasionalitas semu 

sistem sudah dirobek, maka kontradiksi-kontradiksi akan nampak jelas, dapat 

membuka belenggu dan membebaskan manusia ke arah kemanusiaan yang 

sebenarnya.(Enangcuhendi, 22 April 2013) 

 

Kontra dan kontradiksi antara teori kritis dengan teori tradisional, perlu juga 

ditelusuri pertautan antara pengetahuan dan kepentingan (knowledge and 

interest).  Teori kritis mempunyai pandangan yang khas sebagai upaya untuk 

menyerang pandangan yang telah ada.  Pandangan lama mengatakan bahwa 

Ilmu pengetahuan harus dibangun dengan dasar objektivitas, bebas nilai 

(value free), netral sebagaimana doktrin positivisme.  Selubung objektivitas 

itu ilmu-ilmu tersembunyi kepentingan-kepentingan kekuasaan.  Mengenai 

bebas nilai, teori kritis memandang bahwa ilmu pengetahuan dapat 

berkembang atau tumbuh subur bersama dengan kepentingan fundamental 

yang ada di dalamnya (Enangcuhendi, 22 April 2013).  Sejauh menyangkut 

dasar dan dampak sebuah teori ilmu sosial, maka tak ada satu disiplin ilmu-
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ilmu sosial pun yang dapat bebas nilai (value free), bebas kepentingan 

(interest-free), dan bebas kekuasaan (power-free). Habermas telah melakukan 

apa yang dapat disebut kritik ideologi dan kritik ilmu pengetahuan melalui 

kritik pengetahuan. Bagi Habermas antara pengetahuan, ilmu pengetahuan 

dan ideologi merupakan tiga hal yang saling bertautan dan ketiganya 

berkaitan pada praksis kehidupan sosial manusia. 

 

Menurut Habermas, segala sesuatu tindakan manusia didasarkan pada tiga 

kepentingan dasar.  Pertama, kepentingan teknis, yaitu untuk menguasai 

alam. Kedua, kepentingan praktis, untuk berkomuni-kasi. Ketiga, 

kepentingan emansipatoris untuk menentang segala paksaan (Enangcuhendi, 

22 April 2013).  Kehidupan masyarakat modern membuat bidang kehidupan 

manusia seolah-olah demi kepentingan teknis saja. Oleh karena itu untuk 

mendobraknya dapat dilaksanakan dengan refleksi. Melalui refleksi ini 

sejarah pengalaman penderitaan manusia dapat disadari, utamanya kesadaran 

emansipatoris. 

 

Teori kritis melalui refleksinya menunjukkan kepada kita bagaimana teori-

teori tradisional telah dibangun dengan membelenggu kebebasan manusia, 

sekaligus mencoba menegasi subjektivitas manusia atas realitas sosial 

maupun konstruksi pengetahuan yang ada.  Mempelajari teori kritis, 

membuka mata seseorang akan realitas yang sesungguhnya.  Terbuka pula 

selubung-selubung ideologis yang secara inheren terbawa oleh industrialisasi, 

maupun ciptaan-ciptaan yang mengikutinya. (Enangcuhendi, 22 April 2013).   
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Seseorang dan atau masyarakat yang terbuka pikiran dan kesadarannya akibat 

mengkaji teori kritis akan melakukan tuntutan-tuntutan perbaikan atas diri 

dan masyarakatnya. Hal ini nampak ditunjukkan oleh gerakan-gerakan 

mahasiswa melalui pernyataan keprihatinan, demo dan protes kepada 

lembaga-lembaga legislatif.  Kelompok masyarakat yang menamakan LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat) bermaksud untuk menyadarkan dan 

sekaligus memberdayakan dirinya, sehingga dapat menegakkan hakikat 

kemanusiaannya.   

 

Perjuangan kesetaraan gender, dapat dikatakan terinspirasi lahir dari 

pemikiran teori kritis-critical theory/Marxis Kritis. Teori kritis yang 

digunakan untuk membuat penilaian terhadap kehidupan masyarakat, 

menawarkan beberapa pandangan sebagai berikut: pertama, sangat penting 

bagi para ilmuwan sosial kritis untuk memahami pengalaman hidup nyata 

orang-orang di dalam sebuah konteks.  Kedua, pendekatan kritis pembedah 

kondisi sosial digunakan untuk mengungkapkan tatanan yang rusak yang 

biasanya tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, teori ini 

memfusikan teori dan aksi (Vincensius, 16 November 2010). 

 

Teori kritis melihat bagaimana proses kompetisi kepentingan di dalam 

masyarakat berjalan.  Bagaimana konflik bisa terjadi di antara kelompok 

tertentu. Teori kritis menekankan perhatiannya pada kepentingan-kepentingan 

kaum marjinal.  Teori ini berusaha mengungkapkan tekanan-tekanan dari 

kelompok dominan yang dalam kehidupan sehari-hari tidak terlihat.   Teori 
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kritis juga percaya pengetahuan sangat potensial menjadikan kelompok sosial 

tertentu memiliki kekuasan untuk menekan kelompok sosial lainnya. 

 

Adapun pandangan teori kritis terhadap konsep gender adalah bahwa adanya 

konstruksi jenis kelamin sosial dalam masyarakat sebagai akibat dari 

penisbahan dari ranah-ranah pengalaman manusia yang diidentikan dengan 

perempuan yaitu hal personal, emosional, dan seksual.  Faktor-faktor sosial 

dalam praktik keilmuwan diarahkan pada konsep maskulinitas yang identik 

dengan objektivitas dan pengetahuan, sedangkan feminitas dikaitkan dengan 

emosional dan irasional.  Rekonstruksi gender adalah sebuah tahapan untuk 

meninjau ulang apakah benar pemahaman dan pengetahuan tentang 

identifikasi maskulin dan feminin.  Terjadinya ketimpangan dalam 

masyarakat antara peran perempuan dan laki-laki memunculkan berbagai 

gerakan sosial kritis selama dasawarsa terakhir, diantaranya adalah gerakan 

sosial kesetaraan gender yang berupaya mengkonstruksi ulang perbedaan 

“jenis kelamin” sosial antara laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk kritik 

terhadap berbagai praktik sosial dan relasi-relasi kekuasaan yang disinyalir 

tidak netral dan berpihak terhadap perempuan.(Bryan:2012: 99)     

 

C. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Indonesia 

 

Pengarusutamaan gender disebut juga dengan PUG adalah strategi yang 

dibangun  untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.(Menegpp, 14 Juni 2012)  
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Selain itu juga pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai strategi yang 

dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia 

(rumah tangga, masyarakat, dan Negara), melalui kebijakan dan program 

yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan 

pembangunan. (Wikipedia, 5 April 2013) 

 

Konsep pengarusutamaan gender membawa isu-isu gender ke dalam arus 

utama masyarakat jelas didirikan sebagai strategi global untuk 

mempromosikan kesetaraan gender dalam Platform for Action yang diadopsi 

di Perserikatan Bangsa Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan 

Amerika, diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tahun 1995, kesetaraan 

gender adalah tujuan utama di seluruh bidang pembangunan  

Pada bulan Juli 1997, Ekonomi PBB dan Dewan Sosial (ECOSOC) 

mendefinisikan konsep pengarusutamaan gender sebagai berikut: 

"Pengarusutamaan perspektif gender adalah proses menilai implikasi bagi 

perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk 

legislasi, kebijakan atau program.  Ini adalah strategi untuk menjadikan 

keprihatinan dan pengalaman perempuan serta sebagai laki-laki merupakan 

bagian integral dari desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga 

perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama, dan tidak ada  lagi 
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ketidaksetaraan, tujuan akhir dari pengarusutamaan adalah mencapai 

kesetaraan gender". 

 

Pengarusutamaan termasuk spesifik gender kegiatan dan tindakan afirmatif , 

setiap kali perempuan atau laki-laki berada dalam posisi yang sangat 

menguntungkan. Intervensi spesifik gender dapat menargetkan wanita 

eksklusif, pria dan wanita bersama-sama, atau hanya laki-laki, untuk 

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan manfaat yang sama dari 

upaya pembangunan. Ini adalah tindakan sementara perlu dirancang untuk 

memerangi konsekuensi langsung dan tidak langsung dari diskriminasi di 

masa lalu.   

 

Transformasi dengan Pengarusutamaan bukanlah tentang menambahkan " 

komponen perempuan " atau bahkan "komponen kesetaraan gender" menjadi 

suatu aktivitas yang ada. Ini melampaui meningkatkan partisipasi perempuan, 

artinya membawa pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan perempuan dan 

laki-laki untuk menanggung pada agenda pembangunan.  Perlunya perubahan 

dalam tujuan, strategi, dan tindakan sehingga baik perempuan dan laki-laki 

dapat mempengaruhi, berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari 

proses pembangunan. Tujuan dari pengarusutamaan kesetaraan jender dengan 

demikian transformasi struktur sosial dan kelembagaan yang tidak merata ke 

dalam struktur yang sama dan hanya untuk pria dan wanita.  

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat diilustrasikan dalam 

bagan berikut ini :  
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PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) 

         Integrasi : 

Keadilan dan kesetaraan gender -Permasalahan 

-Kebutuhan      

Analisis 

gender 

Strategi pembangunan   -Pengalaman 

-Aspirasi perempuan dan laki-laki 

 

Perencanaan,pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi seluruh 

kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan 

Indikator Pengarusutamaan Gender (Indikator PUG) 

 

Keadilan dan kesetaraan gender        Akses            Terhadap sumber daya 

(KKG)              Partisipasi 

 

           Kontrol               Terhadap pengambilan 

                          keputusan 

   

             Manfaat            Dari kebijakan dan  

Program dalam   

pembangunan 
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Pengarusutamaan gender disebut juga dengan PUG adalah strategi yang 

dibangun  untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. (Menegpp, 14 Juni 2013)  

Selain itu juga pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai strategi yang 

dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia 

(rumah tangga, masyarakat, dan Negara), melalui kebijakan dan program 

yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan 

pembangunan.  Tujuan pelaksanaan Pengarusutamaan gender adalah 

memastikan bahwa perempuan akan mendapatkan dan memperoleh hak-hak 

dasar dalam proses pembangunan yaitu memperoleh akses yang sama kepada 

sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses 

pembangunan. (Wikipedia, 2013) 

 

Konsep pengarusutamaan gender membawa isu-isu gender ke dalam arus 

utama masyarakat jelas didirikan sebagai strategi global untuk 

mempromosikan kesetaraan gender dalam Platform for Action yang diadopsi 

di Perserikatan Bangsa Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan 

Amerika, diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tahun 1995, kesetaraan 

gender adalah tujuan utama di seluruh bidang pembangunan  

Pada bulan Juli 1997, Ekonomi PBB dan Dewan Sosial (ECOSOC) 
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mendefinisikan konsep pengarusutamaan gender sebagai berikut : 

"Pengarusutamaan perspektif gender adalah proses menilai implikasi bagi 

perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk 

legislasi, kebijakan atau program.  Ini adalah strategi untuk menjadikan 

keprihatinan dan pengalaman perempuan serta sebagai laki-laki merupakan 

bagian integral dari desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga 

perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama, dan tidak ada  lagi 

ketidaksetaraan, tujuan akhir dari pengarusutamaan adalah mencapai 

kesetaraan gender".  Transformasi dengan Pengarusutamaan bukanlah tentang 

menambahkan  “komponen perempuan" atau bahkan "komponen kesetaraan 

gender" menjadi suatu aktivitas yang ada . Ini melampaui meningkatkan 

partisipasi perempuan, artinya membawa pengalaman, pengetahuan, dan 

kepentingan perempuan dan laki-laki untuk menanggung pada agenda 

pembangunan. 

 

Hadirnya NGO dan CBO lebih dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan CBO (ORMAS) adalah pengejawantahan dari civil 

society organization (CSO’s), memiliki peran sebagai agen of change menuju 

demokratisasi yang lebih baik.  Organisasi masyarakat sipil tersebut 

merupakan bentuk komitmen warga Negara yang memiliki kepedulian 

terhadap persoalan-persoalan yang muncul baik dalam bidang sosial, 

ekonomi, politik.  Kehadiran NGO dan CBO dalam masyarakat adalah sebuah 

kebutuhan, karena kapasitas pemerintah terbatas dalam pemenuhan 
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kebutuhan warga Negara.  NGO dan CBO disebut juga sebagai the best 

provider atau penyelia terbaik, karena kegiatan-kegiatan pelayanan yang 

dilakukan biasanya lebih efektif dan efisien. (Riker dkk, dalam Gaffar:2006: 

202)  

 

Seiring dengan proses perkembangan demokratisasi menuju masyarakat sipil 

yang madani, menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban bagi 

seluruh warganegara.  Salah satu implementasi dari hal tersebut adalah 

adanya pencangan program pengarusutamaan gender oleh pemerintah sebagai 

perwujudan dari keinginan adanya keadilan dan kesetaraan gender di 

masyarakat.  Berbagai macam NGO dan CBO kemudian bermunculan dan 

mengusung platform perjuangan gender, meski tidak semua NGO dan CBO 

tersebut dapat melaksanakan penguatan pengarusutamaan gender.   

 

Diantara banyaknya NGO dan CBO tersebut,  memang tidak semuanya dapat 

mengimplementasikan perjuangan keadilan dan kesetaraan gender dalam 

penguatan pengarusutamaan gender.  Meski demikian ada beberapa NGO dan 

CBO yang benar-benar melakukan penguatan pengarusutamaan gender, 

diantaranya adalah LSM Paramitra Malang, LBH Apik  Jakarta, LSM Seroja 

Solo, LSM Dian Desa Yogyakarta,dan LSM Damar Bandar Lampung.  

Adapun ORMAS yang turut  memperjuangankan kepentingan perempuan 

diantaranya adalah Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Peduli Bangsa, 

Wanita Hindu Dharma, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat  Nahdlatul 

Ulama, dan Nasiyatul Aisiyah.   
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Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) 

tersebut berusaha untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat khususnya kaum perempuan dalam mendapatkan persamaan hak 

dan kewajiban sebagai warga Negara.  LSM memiliki berbagai macam 

peranan dalam proses pembangunan sebuah Negara. 

Menurut Heyzer (Ryker dkk, dalam Gaffar:2006: 203) mengidentifikasika 

tiga peran LSM, yaitu : 

a) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat 

“grassroots”, yang sangat esensial dalam rangka menciptakan 

pembangunan berkelanjutan. 

b) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan 

kerjasama, baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga-lembaga 

internasional lainnya. 

c) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda 

pembangunan. 

 

Selain itu menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna (Gaffar:2006: 

204), mengidentifikasikan empat peran NGO/LSM yaitu : 

a) Katalisasi perubahan sistem dilakukan dengan cara mengangkat 

masalah-masalah penting dalam masyarakat, membentuk kesadaran 

global, advokasi untuk perubahan kebijakan Negara, mengembangkan 

kemauan politik rakyat, mengadakan eksperimen yang mendorong 

inisiatif masyarakat.   
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b) Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan Negara, bila 

perlu melakukan protes. 

c) Memfasilitasi rekonsiliasi warga Negara dengan lembaga peradilan, 

dengan melakukan advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban 

ketidakadilan. 

d) Implementasi program pelayanan, menempatkan diri sebagai lembaga 

yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.  

 

Menurut Amy Pollard dan Julius Court (2005: 25) ada beberapa hal yang juga 

dilakukan oleh Civil Society Organisation atau dikenal dengan istilah NGO 

dan CBO yaitu : 

1. Mempengaruhi agenda setting, dimana NGO dan CBO  menggunakan  

memberikan petunjuk atau keterangan dan memperkuat fakta-fakta agar 

dapat memberikan wawasan baru untuk merubah kebijakan.  Faktor 

terpentingnya adalah komunikasi. 

2.  Mempengaruhi formulasi kebijakan sebagai bentuk dari kredibilitas 

sebuah NGO dan CBO. Kualitas dari fakta-fakta yang dimiliki oleh 

NGO dan CBO digunakan untuk menunjukkan reputasi, bahkan suatu 

waktu cara yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan demi 

menjaga kredibilitas terhadap komunitas local dan para pembuat 

kebijakan.   Kualitas dan kuantitas dari fakta-fakta tersebut sangat 

penting untuk mempengaruhi kebijakan. 

3. Mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan fakta-

fakta sebagai alat untuk mengkritisi, memperbaiki agar pembangunan 
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menjadi efektif dan diharapkan pengetahuan atau fakta-fakta dari NGO 

dan CBO dapat menjadi sarana pertukaran informasi antar NGO, CBO  

maupun pemerintah.   

4. Monitoring dan evaluasi kebijakan adalah factor utama untuk 

menghasilkan informasi yang relevan dan komunikasi antar fakta-fakta 

menjadi jelas sehingga diperoleh kesimpulan dan cara atau solusi (hal 

tersebut dapat terjadi di dalam NGO/CBO maupun dengan para 

pembuat kebijakan).   

 

Jumlah NGO/LSM sangat banyak dan beragam, menurut Ryker (Heyzer dkk, 

dalam Gaffar:2006: 205-206) ada empat kategori besar yaitu : 

1) Government Organized NGOs or GONGOs, yaitu NGO/LSM yang 

muncul karena mendapat dukungan dari pemerintah, baik berupa dana 

maupun fasilitas.  Berperan menyukseskan program-program 

pemerintah, disebut juga “LSM plat merah”.   

2) Donor Organized NGOs or DONGOs, yaitu NGO/LSM yang dibentuk 

oleh kalangan lembaga-lembaga donor, baik yang bersifat multilateral 

maupun unilateral, dibentuk untuk mewujudkan program dari lembaga 

donor tersebut. 

3) Autonomous or Independent NGOs, yaitu NGO/LSM yang dibentuk, 

tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, sifatnya independen 

secara finansial dan memiliki kepedulian yang sangat luas tentang 

berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. 
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4) Foreign NGOs, muncul sebagai perwakilan dari NGO yang ada di luar 

negeri, dan harus mendapat izin dari Negara tempat NGO tersebut 

berada.   

 

Ada tiga tujuan utama NGO (Amy Pollard and Julius Court, Working Paper 

2005: 249) yaitu : 

a. Inspire, yaitu NGO menjadi inspirator bagi Negara, masyarakat dan 

gerakan masyarakat madani, menyampaikan ide-ide baru, cara-cara 

baru untuk mengemas isu-isu yang berkaitan dengan gerakan 

masyarakat madani agar dapat diterima di masyarakat.  

b. Inform, yaitu mewakili kepentingan-kepentingan/cara pandang untuk 

menyampaikan informasi, berperan sebagai informer bagi masyarakat.  

c. Improve yaitu meningkatkan kebijakan/memperbaiki/merubah 

kebijakan, meningkatkan evaluasi dengan belajar dari kelompok-

kelompok lainnya terhadap diri sendiri (masyarakat madani)  

 

1. Gender Dalam Pembangunan 

 

Gender dalam pembangunan adalah sebuah pendekatan untuk melihat 

bagaimana perempuan berintegrasi dalam pembagunan. Menurut Buhanuddin 

dan Faturrahman (Remiswal:2013: 36) pendekatan genders dalam 

pembangunan berpijak pada ideologi developmentalism, dimana 

pembangunan merupakan wujud pemikiran modern atau terjadinya 

modernisasi pemikiran tentang pembangunan merupakan proses kemajuan 

yang bergerak secara linear dan pasti.  Hanya saja, perempuan tetap masih 
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berada dalam posisi terbelakang, baik sebagai pelaku, objek maupun 

pemanfaat pembangunan.  Penyebabnya adalah perempuan tidak dilibatkan 

dalam kegiatan pembangunan, baik karena alasan klasik seperti peran 

subordinat perempuan maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan sosial 

budaya.  Prinsip dasar dari gender dalam proses pembangunan adalah 

kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki harus diabadikan sebagai 

prinsip fundamental, perempuan harus diakui sebagai agen dan pewaris 

perubahan, serta model pembangunan baru yang berperspektif gender, 

bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi perempuan dan laki-laki, 

namun perbedaan budaya dan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai 

sesuatu yang bersifat kodrati.   

 

Pendekatan gender dalam pembangunan berpijak pada dua hal yaitu : (1). 

Prinsip egalitarian, kepercayaan bahwa semua orang sederajat, (2). 

Menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi 

(diskriminasi yang dialami oleh perempuan pada sektor produksi. 

(Remiswal:2012: 36).  Ada lima pendekatan yang berkaitan dengan 

kedudukan wanita dalam pembangunan yaitu : (1).Pendekatan 

kesejahteraan (the welfare approach),  (2).Pendekatan keadilan (the equity 

approach), (3).Pendekatan pengentasan kemiskinan (the anti-poverty 

approach), (4).Pendekatan efisiensi (the efficiency approach), 

(5).Pendekatan pemberdayaan (the empowerment approach).  

Implementasi dan pelaksanaannya dievaluasi dalam konteks pemenuhan 
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kebutuhan praktis gender (practical gender needs) dan kebutuhan strategis 

gender (strategic gender needs).(Prijono,Pranaka,dalam Remiswal: 2013) 

 

Gender dalam Pembangunan dalam wacana popular dikaitkan dengan 

berbagai kegiatan yang menyangkut perempuan dalam domain pembangunan, 

dimana lembaga donor, pemerintah dan LSM telah terlibat didalamnya sejak 

1970-an.  Pada tahun 1975 Konferensi Dunia Internasional di Mexico City, 

memberikan kegembiraan pada wanita di seluruh dunia : karena dibahas 

tentang peningkatan kesempatan pendidikan dan pekerjaan; kesetaraan dalam 

politik dan partisipasi sosial, dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan 

meningkat.  Gerakan gender dalam pembangunan  yang muncul selama 

periode ini menuntut keadilan sosial dan kesetaraan untuk perempuan.  

Wacana gender dalam pembangunan, berusaha untuk menyelaraskan 

hubungan antara isu keadilan dan masalah pembangunan.  Berbagai cara 

dilakukan diantaranya adalah pendekatan kepada para pembuat kebijakan 

dengan berbagai tuntutan bagi perempuan ini pendukung gender dalam 

pembangunan telah mengadopsi strategi yang relevan.   

 

Tuntutan mereka untuk alokasi sumber daya pembangunan bagi perempuan 

bergantung pada argumen tentang efisiensi ekonomi terhadap  apa yang dapat 

dikontribusikan oleh perempuan  dalam proses pembangunan.  Hal ini juga 

berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan untuk 

mengalokasikan kepentingan perempuan.  Ada beberapa pendekatan yaitu  

kesejahteraan, ekuitas, anti-kemiskinan, efisiensi dan pemberdayaan.  
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Mengintegrasikan perempuan ke dalam ekonomi nasional negara-negara 

asing, sehingga meningkatkan status mereka dan membantu upaya 

pembangunan secara total.(Tinker,dalam Naela Kabeer: 2003) 

 

Pendukung gender dalam pembangunan menolak pandangan sempit peran 

perempuan (sebagai ibu dan istri) yang mendasari banyak kebijakan 

pembangunan menyangkut perempuan. Argumen gender dalam pembangunan 

bahwa perempuan harus dilihat sebagai kontributor aktif untuk pembangunan 

ekonomi bukan lagi penerima pasif dari program kesejahteraan. Wanita tidak 

lagi dapat dipandang sebagai missing link dalam pembangunan, yang sampai 

sekarang dinilai undervalued sumber ekonomi dalam proses pembangunan 

(Tinker,dalam Naela Kabeer: 2003). 

 

2. Gender Dan Pembangunan 

 

Definisi konsep pengarusutamaan gender membawa isu-isu gender ke dalam 

arus utama masyarakat sebagai strategi global untuk mempromosikan 

kesetaraan jender dalam Platform for Action yang diadopsi dari Perserikatan 

Bangsa Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan Amerika, 

diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tahun 1995.  Menyoroti tentang 

kebutuhan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender adalah tujuan utama 

diseluruh wilayah pembangunan sosial dan ekonomi. 

 

Pada bulan Juli 1997, Ekonomi PBB dan Dewan Sosial (ECOSOC) 

mendefinisikan konsep pengarusutamaan gender sebagai berikut : 
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"Pengarusutamaan perspektif gender adalah proses menilai implikasi bagi 

perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan , termasuk 

legislasi , kebijakan atau program , di daerah manapun dan di semua tingkat. 

Ini adalah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman 

perempuan serta sebagai laki-laki merupakan bagian integral dari desain, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua 

bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki 

mendapatkan manfaat yang sama, tujuan akhir dari pengarusutamaan adalah 

untuk mencapai kesetaraan gender”. Transformasi pengarusutamaan bukanlah 

tentang menambahkan "komponen perempuan" atau bahkan "komponen 

kesetaraan gender" menjadi suatu aktivitas yang ada.  Lebih dari sekedar 

meningkatkan partisipasi perempuan, artinya membawa pengalaman, 

pengetahuan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam agenda 

pembangunan. Identifikasi kebutuhan untuk perubahan dalam agenda tersebut 

sangat diperlukan, perubahan dalam tujuan, strategi, dan tindakan sehingga 

perempuan dan laki-laki dapat mempengaruhi, berpartisipasi dalam, dan 

memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Tujuan dari 

pengarusutamaan kesetaraan gender adala transformasi struktur sosial dan 

kelembagaan yang tidak merata ke dalam struktur yang sama bagi perempuan  

dan laki-laki. 

 

Pendekatan Gender dan pembangunan lebih menekankan pada orientasi 

hubungan sosial dalam pembangunan. Gender dan pembangunan 

memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial.  



43 
 

Asumsinya bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah adanya 

hubungan gender yang adil. Menurut Darwin (2003) (Remiswal:2013: 37) 

kondisi tersebut menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh 

perempuan.  Kesetaraan gender harus diupayakan pada aspek substansial 

yang meliputi : (1). Pemberian akses yang sama dalam pendidikan sebagai 

upaya mendasar terjadinya perubahan sosial dan transfer ilmu pengetahuan 

dan keterampilan. (2).  Pengakuan terhadap hak-hak  perempuan sebagai 

bagian integral dari hak-hak asasi manusia. (3). Memberikan kemandirian  

ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji yang sama, 

serta pendistribusian aset yang sama. (4). Pemberian akses yang sama di 

bidang politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. 

Pendekatan gender dan pembangunan dipandang strategis dalam kegiatan 

pembangunan, sasarannya adalah kebijakan.  

 

Era millennium menuntut adanya perubahan besar yang berkaitan dengan 

relasi gender, yaitu suatu hubungan yang mengharuskan kesetaraan peran 

antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah publik (public sphere).  

Adanya dominasi peran selama ini dapat menjadi penyebab rendahnya 

partisipasi perempuan yang sebenarnya memiliki peran strategis dalam 

berbagai bidang. Terjadinya pergeseran paradigma pembangunan berdampak 

positif terhadap perempuan.  Konsep gender dan pembangunan menempatkan 

perempuan sebagai mitra dan subjek, yang selama ini dianggap beban 

pembangunan. Selain itu, konsep gender dan pembangunan juga mendorong 

munculnya berbagai organisasi dan civil society organization  mengusung 
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pemberdayaan dan pembelaan terhadap perempuan di Negara-negara maju 

yang akhirnya berimbas juga pada Negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia. 

 

D. Dinamika Non-Government Organization Dan Community Based 

Organization (NGO Dan CBO) Dalam Penguatan Pengarusutamaan 

Gender 

 

Untuk dapat mendeskripsikan tentang dinamika NGO dan CBO dalam 

penguatan pengarusutamaan gender, akan dipaparkan tentang NGO dan CBO.   

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang 

Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditujukan kepada gubernur 

di seluruh Indonesia menyebutkan bahwa Ornop (dalam lampiran II 

Irmendagri dipakai istilah LSM) adalah organisasi/lembaga yang anggotanya 

adalah masyarakat warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela 

atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang 

ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang 

menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.  Untuk Organisasi 

Kemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 

Tentang  Organisasi Kemasyarakatan  yang dimaksud dengan Ormas adalah 

semua organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara 

kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi 

Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah wadah warga, 
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rakyat, masyarakat untuk berekspresi dan mengekspresikan pikiran di tengah 

masyarakat, bangsa,dan Negara. 

 

 Meski demikian, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, diantaranya 

orientasi Ormas mencakup hampir seluruh bidang pembangunan, sedangkan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih khusus “meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan sosial”. Lihat tabel (Culla:2006: 69-70) 

 

TABEL 2.1 Perbedaan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Non-Pemerintah 

ORMAS NGO 

Semua organisasi yang dibentuk 

oleh masyarakat sebagai warga 

Negara untuk berperan serta 

dalam  pembangunan dalam 

rangka mencapai tujuan nasional 

(UU No.8/1985) 

Wujud partisipasi masyarakat dalam 

upaya meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat (Irmen dagri 

No. 8/1990) 

Perkumpulan orang-orang yang 

bekerja sama secara terlembaga 

melalui struktur yang ketat 

terorganisasi 

Kelompok-kelompok masyarakat baik 

yang terorganisasi maupun tidak 

terorganisasi dengan struktur tidak 

harus rumit 

 

Kepengurusanorganisasi 

berjenjang dan subordinatif, 

Kepengurusan organisasi lebih terbuka, 

kenyal, dan tidak formal termasuk 
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khususnya antara pusat dan 

cabang 

hubungan antara organisasi induk dan 

cabang serta pengurus daerah 

 

Umumnya memiliki susunan 

keanggotaan sangat ketat, 

terdaftar, dan mengikat 

 

Tidak harus memiliki keanggotaan 

mengikat 

Sumber : Culla (2006: 37) 

 

Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengejawantahan 

masyarakat sipil dapat dilihat dalam pemikira Alexis de Tocqueville yang 

pernah mengamati demokrasi di Amerika Serikat.  Menurut Alexis de 

Tocqueville (Dawam Raharjo: 1994), menyebutkan bahwa empat macam 

kelompok yaitu organisasi keagamaan yang berpusat di gereja, organisasi 

masyarakat lokal, organisasi ketetanggaan, perkumpulan, atau kelompok 

persaudaraan, dan organisasi terkait dengan kewarganegaraan.  Organisasi 

sukarela (voluntary organization) yang dibentuk oleh anggota masyarakat 

berdasarkan “suka sama suka” sangat penting, karena melalui asosiasi-

asosiasi tersebut rakyat dapat berpartisipasi di berbagai bidang, seperti politik, 

ekonomi, sosial, hak asasi, termasuk dalam perjuangan kesetaraan hak antara 

laki-laki dan perempuan atau dikenal dengan kesetaraan gender.   

 

Organisasi-organisasi tersebut mengontrol pemerintah, memobilisasi sumber 

daya, menjalankan kegiatan-kegiatan dari dan untuk masyarakat yang dalam 
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masyarakat lain dijalankan oleh pemerintah atau Negara.  Organisasi-

organisasi tersebut bekerja melayani masyarakat secara swadaya, serta 

berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan warga Negara 

dengan pemerintah.  Ada beberapa tipologi atau kategorisasi Civil Society 

Organizations  (CSO‟s) di Indonesia.  Kategorisasi versi Philip Eldridge 

(Culla:2006: 74-75) stentang peta CSO’s di Indonesia ada tiga model 

pendekatan yaitu : Pertama, Pendekatan kerja sama tingkat tinggi : 

“Pembangunan akar rumput” (High Level Partnership: Grassroots 

Development).  CSO’s yang masuk dalam kategori ini memfokuskan pada 

kerjasama dalam program-program pembangunan pemerintash sambil 

berusaha mempengaruhi rancangan maupun implementasi program-program 

tersebut agar bergerak kearah yang lebih partisipatoris dan menyentuh serta 

melibatkan akar rumput.  Fokus terhadap jalinan jaringan dan menjaga 

dukungan akar rumput namun tidak menunjukkan ketertarikan untuk masuk 

dalam proses politik.  Program-program kerjanya adalah berkaitan dengan 

teknis pembangunan, buan pada tataran advokasi ataupun substansi.  Kedua, 

Pendekatan Politik Tingkat Tinggi:”Mobilisasi Akar-Rumput” (High Level 

Politics: Grassroots Mobilization).  Cenderung aktif dalam kegiatan politik, 

tidak melibatkan diri dalam program-program pembangunan pemerintah.  

Kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk program penelitian, pelatihan, 

dan pemberdayaan masyarakat, lebih mementingkan peran sebagai pembela 

masyarakat baik dalam upaya perlindungan dan ruang gerak bagi mobilisasi 

lokal maupun reaksi terhadap isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan 
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program kerja CSO’s tersebut.  Sifat dari CSO’s ini sangat sensitif terhadap 

masalah politik, melakukan perlawanan terhadap program pemerintah yang 

dinilai merugikan masyarakat, bahkan memobilisasi kekuatan akar-rumput. 

 

Ketiga, Pendekatan “Penguatan akar rumput” (Empowerment at the 

Grassroots).  Fokus pada peningkatan kesadaran akan hak-hak  dan 

pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat akar-rumput.  Perubahan 

sosial-politik tidak dapat bergantung pada “persuasi” dan kebijakan 

pemerintah tetapi pada hadirnya kelompok-kelompok mandiri di tingkat akar-

rumput.  Perubahan akan menunjukkan eksistensinya seiring dengan 

meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat yang mandiri. 

Menurut Mansour Fakih (1996: 125) kategori lain yang juga dapat digunakan 

untuk memahami CSO’s adalah : (1). Tipe Konformis, motivasi utama 

adalah menolong rakyat dan membantu mereka yang membutuhkan.  Visinya 

adalah pengembangan masyarakat yang bersifat partisipatif.   

 

(2).Tipe Reformis, didasarkan pada ideologi modernisasi dan 

developmentalisme.  Perlunya meningkatkan partisipasi rakyat dalam 

pembangunan adalah tema utama paradigm tersebut. Keterbelakangan 

mayoritas rakyat disebabkan adanya sesuatu yang salah dengan mentalitas, 

perilaku, dan kultur rakyat.  Mentalitas dan nilai-nilai terbelakang dianggap 

sebagai penyebab utama kelemahan partisipasi rakyat dalam pembangunan.  

Tugas CSO’s adalah sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi rakyat dalam 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar menjadi lebih 
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modern sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.  Berjuang 

mempengaruhi untuk menggunakan ideologi modernisasi dan 

developmentalisme.  

 

(3).Tipe Transformatif, salah satu ciri-cirinya adalah mempertanyakan 

paradigma mainstream serta ideology yang ada sdidalamnya, berusaha 

menemukan paradigm alternatif yang akan mengubah struktur dan 

suprastruktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi rakyat 

untuk mewujudkan  potensi kemanusiaannya.  Salah satu penyebab 

“masalah” rakyat adalah karena berkembangnya diskursus pembangunan dan 

struktur yang timpang dalam system yang ada.  Program-program 

pembangunan adalah kesempatan bagi CSO’s untuk dapat mengadvokasi, 

melakukan kampanye, publikasi, dan penelitian untuk mendukung 

masyarakat.   

 

Pada era kebebasan, Organisasi-organisasi sosial politik termasuk LSM 

tumbuh dengan subur. LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi 

yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara 

sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut Budi Setyono 

(2003), LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada 

gerakan moral (moral force) yang memiliki peran penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang 

mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi.  Jenis organisasi ini 
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diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan 

organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (private sector), 

sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan 

oleh organisasi pada dua sektor tersebut. 

 

Secara konsepsional, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan: 

nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan 

bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak 

secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. 

LSM juga dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat 

yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor  politik dan swasta. 

 

Kemunculan LSM dann Ormas merupakan reaksi atas melemahnya peran 

kontrol lembaga lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan 

fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat.  Pada 

awal sejarah perkembangan lahirnya LSM dan Ormas, terutama yang 

bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM dan Ormas 

adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, 

tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan 

kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Pada masa orde baru LSM 

menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah.  

Meuthia Ganie-Rochman (2002) menyebut pola hubungan LSM pada masa 

ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga 
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berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi 

LSM.  

 

Sistem politik yang demokratis, dimana LSM, Ormas, dan pemerintah dapat 

bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-

hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah 

kekuasaan menjadi tidak sangat solid seperti dulu, sehingga masyarakat 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan 

tuntutannya.  Kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat 

banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, 

dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang 

politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, 

meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa 

pemerintah tetap potensial menjadi pengekang rakyat. (Meutia dkk, dalam 

Culla:2006: 45) 

 

Serupa dengan NGO/LSM secara eksternal, Ormas bekerja dalam situasi 

sosial politik yang dinamis, dimana selalu terjadi perubahan dan selalu 

menunjukkan kondisi lingkungan yang baru.  Begitu juga dengan kondisi 

masyarakat yang terus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dari 

generasi ke generasi berikutnya menciptakan kecenderungan dan persoalan 

yang berbeda.  Ormas pun terlibat dengan berbagai pihak yang juga 

mengalami perubahan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Ormas dalam 

mengupayakan cita-citanya semakin besar.  Ormas juga menghadapi 
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tantangan dari dalam lembaga, seperti keterbatasan sumber daya keuangan, 

manusia, dan lain sebagainya. Pelaksanaan program kerja, Ormas 

membutuhkan dan menghasilkan produk pengetahuan. Pengetahuan tersebut 

yang terlembagakan oleh institusi atau hanya pengetahuan yang dimiliki oleh 

individu di Ormas. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman 

maupun pembelajaran belum semua Ormas memiliki kesadaran dan kapasitas 

dalam mengelola pengetahuan dengan baik. Padahal, pengelolaan 

pengetahuan menjadi penting untuk menjawab tantangan Ormas yang terus 

berubah. 

 

Banyaknya tuntutan akan pembubaran organisasi masyarakat tentu tidak lepas 

dari distorsi peran organisasi masyarakat dalam sistem sosial. Organisasi 

masyarakat seringkali digunakan sebagai sarana dalam mencari keuntungan, 

Ormas hanya digunakan sebagai kedok dan dalih semata.  Peran Ormas telah 

digadaikan demi kepentingan „perut‟ para oknum yang mengaku sebagai 

pembela rakyat kecil. Hal ini dapat kita lihat di beberapa wilayah khususnya 

di Ibukota Jakarta, mereka seringkali meminta uang jasa keamanan dengan 

mengatasnamakan organisasinya. Mereka telah membawa Ormas melenceng 

dari peran utama sebagai pilar civil society.  

 

Ormas yang seharusnya melakukan kemandirian dan pengembangan 

kapasitas  masyarakat, malah menjadikan rakyat  sebagai obyek eksploitasi. 

Beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara, justru 

mendapatkan legitimasi dari Ormas atau dengan kata lain berkompromi 
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dengan kekuasaan untuk melakukan manipulasi politik yang merugikan 

masyarakat.  Ironisnya, justru ketika eksistensi dan peran Ormas belum 

menunjukan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, 

beberapa Ormas malah memperlemah gerakan menuju tegaknya supremasi 

sipil.  Motif mencari keuntungan materi merupakan faktor utama yang 

mendasari penyimpangan perilaku Ormas. Dari pengalaman penulis di 

lapangan dan banyaknya pemberitaan di media, menunjukkan bahwa banyak 

di antara Ormas, tidak memiliki sumber dana yang jelas. Umumnya sumber 

dana didapatkan dari iuran para anggota, namun jika melihat latar belakang 

profesi para anggota Ormas yang kebanyakan memiliki profesi dengan 

penghasilan yang tidak tetap, maka sulit bagi Ormas untuk menjalankan 

rutinitas kegiatan organisasi sehari-hari dengan hanya mengandalkan iuran 

anggota. 

 

Pada beberapa kasus, adanya motif kepentingan tertentu agaknya juga tampak 

pada kesan awal yang ditampilkan oleh Ormas  dengan bersuara lantang 

 (vokal) dalam melontarkan kritik kepada pemerintah, terutama kaitannya 

dengan praktek-praktek penyimpangan pelaksanaan proyek-proyek yang 

didanai oleh negara. Namun dalam perjalanannya seringkali ada „utusan‟ dari 

pemerintah yang mencoba „membujuk‟ Ormas tersebut untuk tidak lagi 

bersuara lantang terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 

oknum pemerintah. Dengan kata lain ada  dugaan bahwa Ormas tersebut telah 

disusupi kepentingan lain, dan ini kemungkinan adalah adanya kompromi 

dengan imbalan tertentu.  
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Adanya „kompromi‟  seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tentu tidak 

lepas dari profesionalitas anggota Ormas yang tentu sangat diragukan, 

keterbatasan sumber dana menyebabkan tidak adanya standar gaji minimal 

bagi Pengurus Ormas, atau bahkan tidak mendapatkan gaji sama sekali. 

Beberapa Ormas hanya mengandalkan iuran anggota bahkan proyek-proyek 

dari pemerintah, dan ketika tidak ada proyek maka Ormas tersebut seperti 

mati suri, hingga muncul kembali ketika ada tawaran menangani proyek 

pemerintah. Sedangkan dari sisi manajemen keuangan Ormas, kuasa 

keuangan biasanya dipegang oleh satu orang saja dan dana saldo kegiatan 

dibagi-bagi dikalangan anggota Ormas, tidak untuk di simpan sebagai 

pendukung kegiatan lain. Akuntabilitas Ormas sangat lemah, karena 

umumnya mereka tidak membuat dan memiliki laporan keuangan resmi.  

Laporan keuangan dibuat hanya untuk kepentingan internal. Ormas umumnya 

sangat lemah dalam mengadopsi sistem manajemen organisasi modern.  

Kantor dan sekretariat Ormas, ada beberapa diantaranya tidak mempunyai 

kantor tetap yang berdiri sendiri.  Mayoritas menggunakan rumah pimpinan 

atau anggota Ormas sebagai alamat yang tercantum dalam akta pendirian 

Ormas, bahkan banyak diantara Ormas yang mencantumkan rumah kontrakan 

sebagai kantor atau sekretariat. 

 

Dari segi tujuan didirikannya Ormas dan program yang dijalankan, banyak 

Ormas yang tidak jelas orientasi, visi dan misinya.  Mayoritas kalaupun ada 

hanya di atas kertas dan bersifat normatif, bahkan cenderung didirikan hanya 

untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu.  Diantaranya agar dapat mengerjakan 
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proyek-proyek pemerintah. Seringkali ketika proyek-proyek pemerintah 

turun, dengan mengatasnamakan Ormas tertentu, para Kontraktor atau 

Konsultan tertentu datang dengan setumpuk proposal untuk meminta proyek., 

bahkan seringkali terjadi praktek-praktek ancaman dan pemerasan. Fakta 

bahwa salah satu cara dalam memuluskan pengerjaan proyek, para Kontraktor 

seringkali berkonspirasi dengan Ormas-Ormas tertentu.  Ketika ditanya 

mengenai tujuan didirikannya organisasi masyarakat tersebut, jawabannya 

idealis, normatif. Program kerja yang telah dilaksanakan tidak memiliki 

perencanaan dan umumnya bersifat insidentil dan situasional tergantung jenis 

proyek  yang didapatkan.  Sementara itu dari mudahnya aturan yang 

diberikan oleh pemerintah dalam mendirikan Ormas, menyebabkan banyak 

Ormas yang berdiri tanpa platform perjuangan dan program pelayanan yang 

jelas.  Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Dirjen Kesbangpol 

Kemendagri, menyebutkan bahwa masih banyak Ormas yang tidak memiliki 

SKT dan tidak menyerahkan laporan kegiatannya yang telah ditentukan 

dalam waktu tertentu.(Mulyadi, Juli 2012) 

 

Menurut Friedman (1992) konsep pembangunan alternatif adalah konsep 

pembangunan yang     menekankan terwujudnya tatanan masyarakat dengan 

menerjemahkan prinsip “inclusive democracy, appropriate growth, gender 

equality, and intergenerational equity.(Zubaedi:2013: 172-173).  Munculnya 

gagasan pembangunan alternatif dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan 

yang melekat pada paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan akhir-akhir ini memang 
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menunjukkan peningkatan namun keikutsertaan perempuan dinilai masih 

belum maksimal.  Perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan 

yang rendah dalam kehidupan masyarakat. (Zubaedi:2013: 173) 

 

Hal tersebut menginspirasi munculnya berbagai macam NGO/LSM yang 

concern  terhadap perempuan.  Intinya adalah mengintegrasikan perempuan 

dalam pembangunan, sehingga tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga 

menjadi subjek.  Umumnya, NGO  maupun ORMAS menggunakan prinsip 

community education for development (CED) yaitu sebuah kegiatan yang 

mengupayakan untuk mendorong anggota masyarakat secara bersama-sama 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya, mencari pemecahan atas 

problemnya, memobilisasi sumber-sumber yang penting dan melaksanakan 

sebuah rencana tindakan.(Boone, Edgar, dalam Zubaedi:2013: 131) 

 

Secara umum peran NGO/LSM dan ORMAS meliputi empat hal, yaitu : 

Pertama, facilitative roles, yakni peran-peran yang dijalankan pekerja 

masyarakat dengan cara memberi stimulan dan dukungan kepada masyarakat.  

Peran ini meliputi social animation (memberi semangat/mengaktifkan), 

mediation and negotiation (menengahi dan menghubungkan), support 

(mendorong), building consensus (membangun kesepakatan), group 

facilitation (memfasilitasi atau memperlancar kelompok), utilization of skills 

and resources (penggunaan keterampilan dan sumber-sumber), dan 

organizing (mengatur). (Ife, Jim, dalam Zubaedi:2013: 131) 
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 Kedua, educational roles, yaitu peran-peran kependidikan, dimana dalam 

pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran terus-menerus dari 

masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaharui 

keterampilan, cara berpikir, berinteraksi, mengatasi masalah, dan lainnya.  

Meliputi consciousness raising (membangun kesadaran), informing (memberi 

penjelasan), confronting (mempertentangkan sebagai taktik dinamisasi 

kelompok), dan training (pelatihan). Ketiga, representational roles (peran-

peran perwakilan).  Meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, melakukan 

advokasi atau pembelaan masyarakat, membuat mitra/network, sharing 

pengalaman dan pengetahuan, serta menjadi juru bicara masyarakat.  

Keempat, technical roles yakni peran menerapkan keterampil, dan pelaporan 

teknis untuk mengembangkan masyarakat seperti analisis data, pemakaian 

alat-alat teknologi, penanganan proyek pembangunan sarana fisik, 

manajemen keuangan dan pelaporan secara lisan maupun tulisan.  

Berdasarkan pemaparan terdahulu tentang hubungan NGO dengan Negara 

dan peran yang dapat dilakukan NGO dalam masyarakat, maka dapat 

dikatakan bahwa NGO memiliki arti penting dalam proses demokratisasi 

masyarakat sipil.  Persamaan hak dan kewajiban dalam demokratisasi telah 

memberi ruang bagi hadirnya NGO dan ORMAS yang concern  terhadap 

perempuan.   

 

Pencanangan pengarusutamaan gender di berbagai sektor oleh pemerintah, 

memberi ruang gerak baru bagi NGO dan ORMAS peduli perempuan.  NGO  

dan LSM tersebut melakukan penguatan kepada perempuan melalui berbagai 
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macam kegiatan diantaranya memberikan bimbingan dan pendampingan 

kepada para perempuan kelas menengah kebawah seperti buruh pabrik, 

penjaga toko, pembantu rumah tangga, para ibu rumah tangga, serta para 

remaja putri dengan menekankan pada penguatan ekonomi, keagamaan, 

pengetahuan, dan keterampilan; penggalangan solidaritas; pemeliharaan 

kesehatan; dan pemahaman atas kesadaran gender dan hak-hak politik, sosial, 

serta budaya, dan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) dengan menyediakan shelter (rumah singgah sementara bagi 

perempuan korban kekerasan).  Membentuk kelompok belajar, membentuk 

support group (kelompok yang beranggotakan para perempuan yang pernah 

menjadi korban KDRT), selain itu juga diadakan kegiatan-kegiatan seminar, 

diskusi, workshop yang mengangkat isu tentang gender, bagaimana 

membantu penguatan pengarusutamaan gender, membuka cakrawala 

pengetahuan perempuan akan pentingnya partisipasi sebagai subjek dalam 

pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, social, ekonomi, dan politik, 

serta tentang realitas kondisi perempuan dalam masyarakat sipil di era 

demokratisasi.(Zubaedi:2013: 238-245) 

 

Program-program penguatan  pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui 

langkah-langkah sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan 

dan pengartikulasian masalah serta isu yang dihadapi, analisis masalah; 

identifikasi tujuan; persiapan rencana tindakan secara rinci, pelaksanaan dan 

evaluasi. (Kenny, Susan, dalam Zubaedi:2013: 248)  Pendekatan yyang 

digunakan adalah pendekatan dua arah yaitu menekankan bahwa perempuan 
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dan laki-laki perlu saling menghormati (respect) sebagai manusia (human 

being), saling mendengar serta menghargai keinginan dan pendapat orang 

lain.  Pendekatan tersebut tidak memiliki maksud bahwa perempuan akan 

mendominasi atau merebut kekuasaan dan menggunakannya dengan cara 

eksploitatif, tetapi memiliki arti pengembangan diri dan menentukan nasib 

sendiri dengan menggunakan cara-cara demokratis dalam membagi 

kekuasaan atas dasar kebersamaan, kesetaraan, dan tenggang rasa (sharing 

power on a mutual and equal basis). (Zubaedi:2013: 248-249) 

 

E. KERANGKA PIKIR 

 

Berikut ini adalah alur kerangka pikir penelitian dari Role Of Non-

Government Organization dan Community Based Organization dalam 

Penguatan Pengarusutamaan Gender (Studi pada LSM DAMAR DAN 

ORMAS AISIYAH Bandar Lampung).  
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